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3. Peraturan Presiden 27 Tahun 2015 ten tang 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

~ 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53571; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

Mengingat 

b. bahwa penyusunan Maklumat dan Standar 
Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia; 

a, bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
dukungan dan pelayanan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia perlu disusun Maklumat dan Standar 
Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 
Indonesia; 

Menimbang 
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Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: 
a. Maklumat Pelayanan di Lingkungan Sekretariat 

J enderal clan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

b. Standar Pelayanan Kesehatan; 
c. Standar Pelayanan Informasi Publik; 
d. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 
e. Standar Pelayanan Penyaluran Delegasi 

Masyarakat; dan 
f. Standar Pelayanan Perpustakaan. J 

Menetapkan Maklumat dan Standar Pelayanan di 
Jingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran VI Keputusan ini. 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT DAN STANDAR 
PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT 
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

MEMUTUSKAN: 

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
309 / SEKJEN / 2013 ten tang Penetapan Pedoman 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan 
Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2013. 

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2016; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Standar Pelayanan; 
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:NlAYANT.~J!'.L.,fil iv 
'02111987032002 - 

Plt. S 

Diteta kan di Jakarta 
Pada · nggal, 2 November 2017 

SA LINAN Kepu tusan mi disampaikan kepada: 
1. Pimpinan DPR RI; 
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga 

DPR RI; 
3. Para Pejabat Pirnpinan Tinggi Madya di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian DPR RI; 

4. Para Pej a bat Pimp in an Tinggi Pratama 
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian DPR RI; 

5. Para Pejabat Administrator di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian DPR RI. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan keten tuan apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan rm akan diadakan 
perubahan sebagaimana mestinya. 

Dengan berlakunya Keputusan rrn , rnaka Keputusan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 1319 / SEKJEN /2016 
tentang Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan 
Bagian Pelayanan Kesehatan Sekretariat J ender al 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 985/SEKJEN/2013 
tentang Penetapan Standar Pelayanan Perpustakaan 
Sekretariat J enderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Maklumat dan Standar Pelayanan sebagaimana 
terlampir dalam Larnpiran I sampai dengan Lampiran 
VI Keputusan ini wajib diternpatkan pada tempat yang 
mudah diakses oleh penerirna layanan, digunakan 
sebagai acuan unit penyelenggara Iayanan dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat, serta 
menjadi pedoman bagi pimpinan penyelenggara 
kegiatan clan aparat pengawasan dalam penilaian 
kinerja. 
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p:it. s,g I, :~~TARIS JENDERAL, 

"KAMI SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN 
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN 
PELAYANAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN" 

MAKLUMAT PELAYANAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1713 /SEKJEN/2017 
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2017 

RAKYAT DEWAN PERWAKILAN 
LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 



STANDAR PELAYANAN LAYANAN KESEHATAN 
A. Gambaran Umum 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Klinik, dinyatakan bahwa klinik adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar clan/ atau 
spesialistik. Berdasarkan jenis pelayanan yang diselenggarakan 
oleh Bagian Pelayanan Kesehatan maka termasuk dalam klinik 
utama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik 
spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, 
Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan 
Keahlian. Sebagai salah satu unsur pendukung tu gas-tu gas 
kedewanan, maka Bagian Pelayanan Kesehatan dituntut untuk 
dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu serta 
professional. 

Penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan adalah 
Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan yang secara organisasi terbagi 
atas Subbagian Pelayanan Medik yang dipimpin oleh Kepala 
Subbagian Pelayanan Medik dan Subbagian Tata Usaha yang 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya standar 
pelaksanaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien 
bagi Anggota DPR RI serta seluruh unsur pendukung tugas-tugas 
dewan. 

Untuk dapat memberikan pelayanan dengan mu tu atau 
kualitas yang baik, sehinga keselamatan pasiennya dapat 
terjamin, maka harus ditetapkan adanya standar pelayanan yang 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1713 /SEKJEN/2017 
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2017 
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B. Dasar Hukum 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Bagian Pelayanan 

Kesehatan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI, 
berdasarkan pada: 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5038); 

3. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noma 5357); 

5. Peraturan Presiden 27 Tahun 2015 ten tang Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 43); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 9 Tahun 2014 tentang 
Kliriik; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi N omor 15 Tahun 20 14, ten tang Pedoman 
Standar pelayanan; 

h ar u s dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh 
penyelenggara kegiatan. Standar Pelayanan di lingkungan layanan 
kesehatan meliputi: 
1. Standar Pelayanan Rawat Jalan; 
2. Standar Pelayanan Gawat Darurat: 
3. Standar Pelayanan Laboratorium; dan 
4. Standar Pelayanan Farmasi. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka 
standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan 
masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk 
menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan 
kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan 
penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. 
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Fasilitas pelayanan yang terdapat di Bagian Pelayanan 
Kesehatan, adalah: 
1. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan poliklinik 

yaitu: 
a. Klinik Dokter Umum 
b. Klinik Penyakit Dalam , 
c. Klinik Jantung 
d. Klinik Kebidanan-Kandungan (Obs-Gyn), 

Sementara prasarana di Bagian Pelayanan Kesehatan 
meliputi: 
I. Instalasi sanrtasi 
2. Instalasi listrik 
3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 
4. Ambulans; 
5. Sistem gas medis; 
6. Si stem tata udara; dan 
7. Sistem pencahayaan. 

2. Ruang konsultasi; 
3. Ruang administrasi; 
4. Ruang obat dan bahan habis pakai; 
5. Ruang tindakan; 
6. Ruang/pojok ASI; dan 
7. Kamar mandi/WC. 

dan/ atau fasilitas yang ada disesuaikan 
teknologi,serta didukung dengan 

C. Sarana Dan Prasarana 
Sarana, prasarana, 

dengan perkembangan 
pemanfaatan IT. 

Sarana di Bagian Pelayanan Kesehatan sebagaimana terdapat 
dalam Permenkes tentang Klinik, telah memenuhi ketentuan 
bangunan klinik yaitu terdapat: 
1. Ruang pendaftaran/ruang tu nggu ; 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah 
dengan Per atu r an Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; 

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 309/SEKJEN/2013 tentang 
Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan 
Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013. 
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b ta K 
Tahel 1 

.Juml h SDM di B ·1 P la a 1···&gm.n e LJ'RDBD ese a D 

KO ! JElflS soa DORT&&/ Jl&DlS l ~'c:;8 UTBRAllGAll 

~ Teaaaa Ke•ebataa 
l. Dokter umum 6 
2. Dokter Gigi (drg) 3 

3. Dokter Spesialis Penyakit 
l Tenaga kontraktual Dalam 

4. Dokter Spesialis Kebidanan- 2 Tenaga kontraktua1 Kandungan 
5. Dokter Spesialis Anak l 
6. Dokter Spesialis THT 1 Tenaga kontraktual 
7. , Dokter Spesialis Mata 2 
8. , Dokter Spesialis Saraf I I Tenaga kontraktual 

9. Dokter Spesialis Jiwa I I I (Psikiatri] 
10. Dokter Spesialis Jantung 1 Tenaga kontraktual 

11. Dokter Spesialis Patologi 1 Klinik 

12. I Perawat Umum IO 9 PNS 
I Tenaga Kontraktual 

13. Perawat Gigi 3 
14. Fisioterapist 3 

15. Analis Laboratorium 4 13 PNS 
1 Tenaga Kontraktual 

16. Bidan 3 I PNS 
2 Tenaga Kontraktual 

D. Jumlah Pelabana 
Adapun dalam Tabel 1 menggambarkan informasi tentang 

jumlah pelaksana yang berperan dalam menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. 

e. Klinik KB, 
f. Klinik Anak, 
g. Klinik THT 
h. KLinik Jiwa 
1. Klinik Mata 
j. Klinik Saraf 
k. Klinik Gigi- Mulut 
l. Klinik Fisiotherafi 
m. Klinik Gizi 

2. Fasilitas Pelayanan gawat darurat 
3. Fasilitas Pelayanan Laboratorium 
4. Fasilitas Pelayanan Farmasi 
5. Fasilitas penunjang kegiatan pelayanan kesehatan 
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G. Jaminan Pelayanan 
Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan 

terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan 
yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan kesehatan, 
Bagian Pelayanan Kesehatan selalu berupaya meningkatkan 
kualitas pelayanan agar lebih baik. 

F. Satuan Pengawas Internal (SPll 
Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka 

faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan 
segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada 
pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi 
yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian kegiatan pelayanan 
kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan 
dan mendapat pengawasan internal dari lnspektorat Utarna. 

E. Kompetensi Pelalr.sana 
Sumber Daya Manusia (SOM) di Bagian Pelayanan Kesehatan 

merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pelayanan 
kesehatan. Setiap SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada 
kompetensi yang dibutuhkan yaitu: 
1. SDM yang memiliki kompetensi inti sesuai Budaya Organisasi. 
2. SDM memiliki kompetensi sesuai bidang profesi kesehatan. 
3. SOM yang bertugas sebagai Tenaga Kesehatan harus memiliki 

aspek legalisasi sesuai dengan peraturan profesi tenaga 
kesehatan. 

4. SOM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi. 

5. SOM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara 
lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada 
pihak yang memerlukan. 

.JSlflB SDM .DOSTft;/ QD18 JV•LA.8 KST&IWtGAll •ct (ORO) 

Jl7 .• Asisten Apoteker 4, 2 PN8 
2 Tenaga Kontraktual 

18·. Ahli Gi~ 2 T'ena,g;a Konti:-aktu.&;m 
Ta:ru1:1a. :Non ~·r=hat:aa I - 

'WIJ. Jabatan Administrator 1 Kiepwa Begian 
Pelayenan Kesehaten 

,., Kepala Subbagian 

20. Jabatan Pengawas 2 Pelayanan Medik 
1ilji Kepala Subbagian 

Tata Usaha 
:n. I Ja.ba1an Ptlaksarn1 8 
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I. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 

1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan 
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. 
Adapun keempat Standar Pelayanan di lingkungan unit pelayanan 
kesehatan disampaikan sebagai berikut: 

H. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan 
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanandi Bagian 

Pelayanan Kesehatan dimaksudkan adalah yang sudah lazim 
dikenal dengan "Pasien Safety". 

Sasaran pasien safety meliputi:Ketepatan identifikasi pasien, 
Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat 
yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-Iokasi, tepat-prosedur, 
tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan 
kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh. 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

12 



a. Poli Umum: 10 Menit 
b. Poli Gigi disesuaikan dengan kasus yang 

ditongnni 

7. Jangka waktu 1. Loket pendaftaran: 3 Menit 
penyelesaian ~. Nurse Station: S Menit 

3. Poli: 

untuk 
berat 

dengan 

~ ' Pasien pul••g ] 

PnBten 
rn onuntlg.u 

antnun 

Pcla)'anln ohat 

.. 
Pemerik.nnam1 

di poli 

Keterangan : 
1. Pasien melaksanakan pendaftaran 

menyebutkan identitas pasien 
2. Pasien mendatangi nurse station 

dilakukan pengukuran tekanan darah, 
badan, dan tinggi badan 

3. Pasicn menunggu antrian pemanggilan sesuai 
dengan poli yang dituju 

4. Dilakukan pemerikaaan oleh tenaga keschatan 
seauai dengan poli yang dituju 

5. Pengambilan obat di layanan farmasi 
6. Pasien p11.1l'nt11g. 

Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 

2. 

1. Kartu Identitas Anggota DPR 
2. Kartu lndetitas Pegawai Setjen dan BK DPR 
3. Kartu ldentitas PPNPNS 
4. Kondisi gawat darurat 

I. Persyaratan 
Pelayanan 

llO. &QllPOm 

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan 
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•o. &RPOPll 9UIA• 
4. Apotek : 5 Menir.. 

s. Biayn/ uvif Tidak djpungut biaya. 
9'. Ptaduk Pelayanan jaaa berupa pemerikaaan keaehatan, 

pe]aya:no:n pen,;ob~mn, konaultaai keaehatan 
10. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat diaa.mpaikan 

pengaduan, secara langsung di loket pendaftaran di Bagian 
saran, dan Pelayanan Kesehatan 
masukan Gedung Nuaantara 11 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 
2. Pengaduan, saran, clan maaukan dapat diaampailcan 

melalui kotak pengaduan yang ada di Bagian 
Pelayanan Kesehatan 
Gedung Nusantara II 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

I ' 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan 
langsung melalui 
Tclepon: 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : yankea(Qdpr.go.id 
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Tindalr.'1tn med•• 

1. Reapon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. 
2. Lama tindakan discsuaikan den_gan kondisi p1u1h:n 

Jangka wektu 
p~.nyeles:aio.n 

3. 

~ ·====':J 

Puiea 

Keterangan: 
1. Pasien emergency langaung dibawa kc ruang gawat I 

darurat. 
2. Pengantar Pasien melaksanakan pendaftaran 

paeien untuk mendapatkan identitas paaien 
3. Pasien mendapatkan pemerikaaan dan tindakan 

media 
4. Paaien diberikan obat 
5. Paaien pulang/pasien dirujuk ke rumah sa.kit 

apabila diperlukan 
Cata tan: 
1. Diprioritaskan untuk penanganan pasien 
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan 

dengan pcinen~1an pHs[en 

Sistem, 
mekaniame, 
dan proaedur 

2. 

1. Ka.rtu ldentitas Angota DPR 
2. Kartu lndetitaa Pegawai Setjen dan BK DPR 
3. Kartu ldentitas PPNPNS 
4, Kondh1l pws~ de:rurat 

1, Persyaratan 
Pelayanan 

NO KOMPONE~ 

2. 8taadar PelaJ'&Daa Gawat Darurat 
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,.0 KOM.PONEN RAJAN 
4 Bin.ya/ teudr , T•dak dipul'l.gn lbia:pa. '• 

s, ' Produk Pelayanan Gawat Darurat 
f~Jnynnnn 

6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
pengaduan, secara langsung di lokct pendaftaran di Bagian 
saran, dan Pelayanan Kesehatan 
masukan Gcdung Nusantara II 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 

melalui kotak pengaduan yang ada di Bagian Pelayanan 
Kesehatan 
Gedung Nusantara II 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan 
langsung melalui 
Telepon: 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : l'.ID.k1:1!1t@.d12r,ir:s;i,ig 
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1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
sccara langsung di loket pendaftaran di Bagian 
Pelayanan Kesehatan 
Gedung Nusantara Il 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

2 Pen uan '99.l'1Uii Ilmn 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium 
Tidak dipunguL bil!lyo 

1. Pendaftaran 3 menit 
2. Pengambilan sampel 5 menit 
3. Pencatatan hasil 5 menit 
4. P.cny-=reh nr:1 ha iJ.il 2 jum 

Keterangan: 
L Pasien melakukan pendaftaran 
2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 
3. Pengambilan sampel oleh petugas laboratorium 
4. Proses pemeriksa.an sampel-analisa 
5. Pencatatan hasil-verifikasi 
6. Penyerahan hasil 

"'· maya/~arif 
s, Pirelluk 

pe l!.a)'W'.l!an 

16·. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

Jangka waktu 
penyelesaian 

3. 

" 

, 

-::: .. =====:;.)) 

Hi KOMPONBN URAIAN 
I. Pereyaratan 1. Sural penpnbu 

Pe lay an an 2. Per~·aratan teknls 

2. Sistem, 
mekanisrne, Pa ica .. dan prosedur mell:ksanaJCan 

pendaftaran 

3. 8taadar Pela,..aaa La .. ntod11m 
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ND. i KOMPON&N URAl.<\N 
mdalui kot.Dk pmpdu1m jang mla di, BB£lan 
Pc1Ry.anim K.1!:!1.1!hlHlltl 
Cl!ilung ~~LJ&anGira: U 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

J. Menyampaikan pengaduan, saran, dan maaukan 
lanpung melalui 
Telepon: 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : l:lllk~l@dm:,gQ.id 
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PelayananFarmasi 
Tidak dipungut biaya/ gratis 

mendapatkan nomor antrian. 
2. Pelayanan obat racikan: IS menit setelah pasien 

mendapatkan nomor antrian 

Keterangan: 
1. Pasien menyerahkan resep ke bagian Fannasi 

dan mendapatkan nomor e.ntrian 
2. Pasien menunggu antrian 
3. Entry resep ke dalam data obat 
4. Penyiapan obat 
5. Pengecekan obat 
6. Pemberian obat kepada pasien sesuai nomor 

antrian 

.. 
Penyerahan 

o.b:n 
Pc:ngeukiln 

ebat 

Pen) iap n obai 

5. Produk 
pelayanan 

4. I Biaya/tarif 

penyelesaian 
J. Jangka waktu l. Pelayanan obat jadi : 10 menit, setelah pasien 

PasJCm 
n.ttrn ~ c.ruhk!m 
rc!ep·doklcr .)) 

e:wcn 
menuJJ.EgO 

nrui:'i.an 

2. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 

1. Kartu ldentitas Anggota DPR 
2. Kartu Indetitas Pegawai Setjen dan BK DPR 
3. Kartu ldentitas PPNPNS 
Dengan membawa resep dari Dokter 

Penyaratan 
Pelayanan 

1. 

KOMPONE~ MO. 

4. STUD.AR PSLAYARA• FARllA81 
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198703 2 002~ 

NU. KCUJ POKC.N 1 t a.s.i.• ,., t~ 
i I 

:3 - Jangka waktu 1. Pe layanan obat jadi : 10 menit, setelah pasien . penyelesaian mendapatkan nomor antrian. 
2. Pelayanan obat racikan: 15 menit setelah pa sre n 

mendapatkan nornor antrian 
t L Bia}'a:/tarif Tn.lak rUp llugut biaya/ gratis 

s Pn•duk PelayananFarmasi 
pc~aya.nim 

G. Penanganan l. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disarnpaikan 
pengaduan, secara langsung di loket pendaftaran di Bagian 
saran, dan Pelayanan Kesehatan 
masukan Gedung Nusantara II 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 

melalui kotak pengaduan yang ada di Bagian 
Pelayanan Kesehatan 
Gedung Nusantara II 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

3. Menyarnpaikan pengaduan, saran, dan masukan 
langsung melalui 

I 

Telepon : 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : :z:anke~d12r.go.id 

20 



MR-svnrn.k.l!I [/ l~mf!'I ngan ~l.8M I Or~.n.iu.asl Jkm..'llbynrulmtlll.D; 
Wartawan/Organisasi Profesi; Pegawai lnstansi; Instansi 
Pemerintah: 
1. Mengajukan pennohonan secara langsung atau melalui 

website: PPid.dpr.go.id; 
2. Pemohon yang datang secara langsung akan dipandu oleh 

petugas untuk membuat akun dan mengajukan 
permohonan melalui website; 

3. Menyertakan fotokopi a tau scan KTP I SIM/ Paspor / Akta 
P~ndirj.irn Sadan Hukum vanx masih berlaku. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

l Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

':! Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan 
lnfonnasi Publik di DPR; 

-t. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 

5. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RJ 
sebagaimana cliubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI 
Nomor 2 Tahun 2016; 

6, Peraturan Sekjen DPR Rl Nomor 369 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan 
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Setjen DPR 
RI. 

i . Dasar Hukum 

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1713 /SEKJEN/2017 
TANGGAL: 2 NOVEMBER 2017 
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3. 

Klteraa1aa: 
I. Pemohon dapat datan1 1ecara lan11ung ke Bagian 

Humu Setjen dan SK DPR RI atau men1unjungi 
web1tte: p!d.dn.r.flLid, untuk men1eJukan 
permohonan ln(ormul; 

2. Pemohon dlwajtbkan men1l1i formulir permohonan 
ln(ormul publik (onllne) 1ecua len1kap, terdlri atH: 
~. c,h1t11. dirl yaltu: nama, ala.mat, nomor telepen, 

fotokopl/hull 1e1n ldentltu dlr! (KTP/SIM/Puporl 
l!.tnu AktA pendlrhln badan hukum, 

b. d"hl men1enal informul yang dlmlnta: data 
lnformui publtk (1ubyek), format lnformul (1oft 
~opy 11.t11.u print out), 1eru1. aluan permohonan 
lnformuL 

lnformasl terbuka : 
data dlberlkan melalul akun 
pernonon di ppld.dpr.go.ld 

lnform11I Dlkecu811k8n : ,J~ 
P1mohonan Dltol1k 
Dlng1nAl ... n 
Penol1k8n 

• WlkiJ P8llC8filn • Penyedilan lnforllmi 
10 Hin Kerja Dltanteh P~ 1 Har1 Kel)a 

~ 

•. ~ ~- P9rnol!cl1e11 lrdDrnW 
II.~~ l'llmohollM lr'llDmllll 

Si stem, 
J., Mekanisme, 

dan Proeedur 
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Informasi segera menyampaikan informasi yang 
diminta kepada pemohon. 
Apabila data yang diminta tidak tersedia di data base 
atau website, petugas akan memproses/ meneruskan 
permohonan inforrnasi pad a unit kerja yang 
menciptakan informasi dimaksud. 

4. Pemohon dapat mengambil informasi yang 
dibutuhkannya secara langsung a tau dengan 
mendownload data melalui aku n pemohon di website 
1212id. dQr .go .id. 
Apabila informasi yang diminta pemohon termasuk 
informasi yang dikecualikan/ data tidak dalam 
penguasaan PPrD Setjen dan BK DPR RI maka 
pemohon diberikan pemberitahuan secara tertulis 
dengan alasan penolakan. 

4. Jangka Waktu Maksimal sepuluh (10) hari kerja sejak diterimanya 
Penyelesaian permohonan inforrnasi, dan dapat diperpanjang paling lama 

tujuh (7) hari kerja. 
5 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya / tarif. 
6. Prociuk lnformasi terkait dengan lingkup tugas dan fungsi DPR RJ 

Pelayanan dan/ a tau Setjen dan BK DPR RI. 
7. Sarana, 1. Website; 

Prasarana 2. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya; 
dan/atau 3. Softcopy dan/ atau hardcopy dokumen; 
Fasilitas 4. Database informasi; 

5. Komputer /Laptop; 
6. Jaringan internet; 
7. Pesawat telepon dan fax; 
8. Mesin fotocopy; 
9. Alat scan; 
10. Alat tulis Kantor. 

8. Kompetensi SDM yang kompeten dalam melayani, mengelola, dan 
Pelaksana menyediakan data/informasi publik. 

9. Pengawasan Atasan langsung Ketua PPID. 
Internal 

10. Penanganan Saran, kritik maupun pengajuan keberatan terkait La.yanan 
Pengaduan, Informasi Publik disampaikan melalui: 
Saranadan • Surat: ditujukan kepada Ketua PPID Setjen dan BK DPR RJ; 
Prasarana • Email: ppid@dpr.go.id 

Jika pemohon masih keberatan dengan jawaban keberatan 
dari PPID Setjen dan BK DPR RI, pemohon dapat mengajukan 
keberatan ke Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan 
dalarn Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

I 1 Jumlah maksimal 2 (dua) orang petugas pelayanan untuk setiap 
Pelaksana permohonan. 

12. Jami nan lnformasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat 
Pelayanan dipertanggungjawabkan; 

Jika informasi tidak dapat diberikan. pemohon akan diberikan 
jawaban tertulis dan/atau surat resmi dari Ketua PPID terkait 
tidak dikuasainya data oleh PPID Setjen dan BK DPR RI. 

13. Jaminan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan 
Keamanan dan ketentuan perundang-undangan, kecuali dinvatakan lain. 
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Keselamatan 
Pelavanan 

14. Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi laporan per bulan; 
Pelaksana 2. Evaluasi laooran tahunan. ~ 
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2. Peagaduan melalul Website : W\V\v.dpr.go.1rl 
(https: I I pengaduan .clpr.go. id) 
Pengadu mengisi form pengaduan dengan me\ampirkan 
identitas. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengaduan 
dapat diproses lebih lanjut: 

a. Surat/website memuat identitas dan alamat pengirim 
yang jelas dan lengkap; 

b. Surat/website memuat maksud dan tujuan yang 
jelas; 

c. Substansi permasalahan yang disampaikan jelas; 
d. Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian 

atau respon; 
e IJatQ ~p~iLlklJriJ.! di,&D.I(liJolllllrun :a&:Qllili le!miJ.mp dan 

l . Peqaduan melalui aurat/tertulia: 
Masyarakat menyampaikan surat pengaduan tertulis, 
ditujukan ke alamat : 
Pimpinan/Komisi/Badan DPR RI 
JL Jenderal Gatot Subroto, Senayan 
Jakarta 10270 

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3; 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 
5. Pennenpan Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Secara Nasional; 

6. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI 
Nomor 2 Tahun 2016; 

7. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 369 Tahun 2013 
tentang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan 
dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Setjen D PR RI. 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. Dasar Hukum 

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1713 /SEKJEN/2017 
TANGGAL : 2 NOVEMBER 201 7 
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b. Bagian Dumas menginput surat yang ditujukan ke 
Pimpinan DPR RI, dibuat kronologi den dianalisa sesuai 
pcnnasalahan clan tujuan; 

c. Bagian Dumas menginput Surat yang ditujukan kepada 
Komisi/ Badan DPR RI, dibuat kronologi; 

d. Bagian Pengaduan meneruskan Disposisi Pimpinan DPR 
kcpada Pimpinan Komisi/Badan; 

e. Bagian Dumas mengirim Surat Pemberitahuan Tindak 
Lanjut kepe.da Pengadu. 

Keteraqan: 
a. Surat Aduan ditujukan kepada Pimpinan/Komisi/Badan 

DPR RI; 

lha¥•n CkUn•• Jn•nah1m hrst P•4'1Mntah""'n Tina" 
Litnlut ~pada Penpd-.t 

a.lglan ~mia m9'1g!tlpu1 
su ... t ,.,,,. dltujllbn Qpllda 
Koml•ll DPlt Ill, 
dJtiU.t .b'onotoQl 

' 

8•0••n Dunt•• 
m•nQlnput tr.u•t 
png dftujuk•n b 
Pfmptnan DPft at 
dJ&liu•t flirOf!OfDgl 

dan dlanaUu ue•I '-=··J) 
,,..--- ------- 
1. _PeDpdu.a llelaluJ Surat/Tertu!U: Sistem, 

mekanismc, 
clan prosedur 

3. 

3. Pe11Pdua11 data111 lalll•UDI 
Masyarakat datang langsung ke: 
Bagian Pengaduan Masyarakat 
Gedung Sekretariat Jcnderal dan Badan Keahlian DPR 
RI Lantai 2 R.209 
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan 
Ja,karta 10270 
dehgan mcngisi buku tamu dan menyertakan fotokopi 
idcntitas diri. 

4. Peqaduall melalui 8118 Aaplrul +628119443344 

e. Data pendukung disampaikan secara lengkap dan ~ 
akurat; 
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~/ 

PeJ1iiatSU 
IUTl.d-,plt &;!ell 
Sggt idar Sagta-n 
Pet1UU&ta da.n 
PBn ?Aab 

hPJnDumn 
....,.llsbn Ol$pau:ti 
P~ln.ll:ft DPB ~ 
P.a:a ri SUB•dall 

lbgmn Dum.w 
••n,511 "Jl!Ui Sund Cl:ac 
~kl~tiQI d.n 
Mea.kubn Amii H 
~llll.81&rJ 
~~ sesU2! 
pe1rn-n•tmn 

a. •• • ·-· .,. ...... J ... 

I 

~ .======:.'l 

Pii'lfjJl.1110 d•~· 
m•l!lil•O!I Iii Sh ldJ 

Ti'n:Ul: wJu1 -~ 
dempn fl k•t 
P'erlpcluan 

.......... : 
a. Penpdu Log In ~ www.dor.go.id 

(http://peD81duan.dpr ....... ; 
b. PePptu mrngi• )7~ --- Wan yang ads. dan akan 

menda1•t Tiket: penpdwm; 
c. Bagian Dumas mrmbuat knHJogM dan meaeroskan 

kepada Ampioan/Komm/Badao DPR RI; 
cl. Penpdu dapat ~ Status 1indalt Laajut Adwm ••n Tik'et Ptenpthvm 

PWJpd1' tltm;l~ 
BllMl!ll'mrt ~la 
bitlum mlNftputrya ~~-­ lurM.l'-IN'lfll .. U 
diat'aitdl.*n tLt iUgiao 
P•~r-"'lan lhn 
Dli!nYUnlfl:l'llPI 

•up•• ..... , ..... 
B•lbJi, D11•a1 •r•h•I 

•1111•& .. h~ 
wra•~• l.fll"llhl 

P••f i'1H11lH<9111 11'11~1111 
DPll KJ 

2 ......... ·•+wWe111 .. : 
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11,l!tH D•• mtalt 1Ju1• 'Pt'il d:a.um 
ll•P*i.l• jJtlli!lldU bllfk: IU1lJIHl pf6U'ht 

pn.r••p•••a 11U'llf •d••• l!l••P ii 
'1'"J•ln•11 rnb 1 tQ:llUf~ .dnt ~ uiu 

r:iumG.l!iasn 

hl)t•du rnwpg_ 11 
tiuku t.tmt.1 

P•npdu ~r kOn•U fail 
d.lln m•nt•dulan 

permaurati11n 

d. J!Jcmnltwat (Mp•me• menpdlllam me•••b) : 

Keteraapa: 
I) Pengadu mengiai buku tamu; 
2) Pengadu datang langsung dan memperlihatkan nomor 

Regi.strasi Surat dan menanyakan tindaklanjut 
Pengaduan; 

3) Bagian Penga.duan Masyarakat, mcmberikan infonnasi 
mcngenai tindaklanjut dan perkembangan pada AKD 
terka.it (aeauai rekomendasi Bagian Pengaduan 
Masyarakat ke Komiai/ Badan). 

F'•niadu, 
m•ngla.J 

butu1 
s.m~ 

PJng1du 
llllt•..a 
langtung 
D'IMperllh•t 
tlan nomor 
flq!.tiul 
!urtll d1n 
nt•n•"J•k•n 
tlnd.1fkt•nl1n 

Blot•n 
P•n9811e 
MuyarU.al, 
m1mt..nbn 
lf.!fOnnaaJ 
mHlit*IMI 
••n•kJanJvt dVI 
ffrMnli..nM!) 
pad.a AKO •rka.11 
(U:JlUl 
••!«tm•ndaal 
liaal•n 

c. Ptnnolaomn fpftmp"' ttn'•k luatut Bunt: Mm : 

K8teraapa: 
1) Penpdu Datang Langaung Ice Bagian Pengaduan 

Masyarakat; 
2) Pengadu Mengiai Buku Tamu, apabila belum mempunyai 

Nomor Regiatrasi Surat, Pengadu diarahkan ke Bagian 
Persuratan dan Penyimpanan; 

3) Pengadu Mendapatkan Bukti Surat dari Bagi.an 
Persuratan dan Penyimpanan; 

4) Bagian Dumas menginput Surat, membuat kronologi 
dan melakukan Analisa terkait materi pengaduan, 
seauai permaaalahan; 

5) Bagian Dumas meneruakan Dispoaiai Pimpinan DPR 
kepada Pimpinan Komiai/Badan; 

61 Bagian Dumas membuat Surat Pemberitahuan Tindak 
Lanjut Pengaduan. 
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1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang 
keparlemenan; 

2. SDM yang mcmiliki kemampuan berkomunika.si dan 
keteramoilan khusus daJam hal penanganan pengaduan; 

Ruang tamu ber-AC, meja, lrursi tamu 
Komputer dengan akscs internet 
Printer 
Pesawat Telepon 

5. Mesin Fax 
6. Mesin fotoc:oou 

I r. 2. 
1

3. 
4. 

Analisis surat pengaduan sesuai permasalahan yang 
diadukan maupun melalui media yang digunakan. 

Tidak dipungut biaya_l Gratis 5. Biaya_/ tarif 
6. PrOduk 

pelayanan 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pengaduan melalui surat/tertulis: ditindaklanjuti 3x24 
jam 

2. Pengad.uan melalui Website www .dpr.go.id 
fhttp: //pengaduan.dor.go.i(U 
Ditindaklanjuti pada hari yang sama 1 x24 jam 

3. Pengad.uan secara langsung 
Ditindaklanjuti di hari yang sama 

4. Pengaduan melalui SMS Aspirasi 08119443344 
Ditindaklanjuti pada hari yang sama lx24 jam 

5. Loket pengaduan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00- 
16.00 wib 

6. Jangka waktu penyelesaian surat pengaduan 
disesuaikan d~_oenna.salahan vana dia.dukan. 

I 

Jangka waktu 
penyelesaian 

4. 

Ketennpa: 
a Pengadu mengirim Ad.uan melalui SMS; 
b. Bagian Pengaduan Masyarakat memilah dan meneruakan 

kepada Pimpinan/Komisi/Badan sesuai bidang 
penna.salahan; 

c. Aduan langsung dijawab melalui SMS. 

I .,. 

.. 

4. PenpAlm llelalai SllS +628119443344: 

Keteraapa: 
a Pengadu mengisi bulru tamu; 
b. Pengadu berkonsultasi dan mengadukan pcrmaaalahan; 
c. Bagian Dumas mcmberikan penjela.san kepada pengadu 

baik mengenai prosedur penyampeian surat aduan 
maupun penjelasan terkait materi aduan sesuai 
pennohonan. 
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akukan satu kali dalam satu I 
tindakan perbaikan untuk 
rja pelayanan. 

ahasiaannya. 

isampaikan akan dianalisis 
tepat, Iengkap, dan dapat 

n. 

n masyarakat secara online 
mail: bag_duma&'.illdpr.go. id 

at Setjen dan BK DPR RI 
i 2 R.209 
818, 5715-815 

an masyarakat disampaikan 

aduan Masyarakat. 

Bagian Pengaduan dan 

puan di bidang teknologi 

uan menganalisis substansi ~ 3. SOM yang memiliki kemamp 
pengaduan; 

4 SDM yang memiliki kemam 
informasi. 

9. Pengawasan l. Atasan Iangsung Kepala 
internal Masyarakat; 

2. Kepala Biro Hukum dan Peng 

10. Penanganan 1. Terkait pelayanan pengadu 
pengaduan, melalui Kotak Suara di: 
saran, dan Bagian Pengaduan Masyarak 
masukan Gedung Setjen dan BK La.nta 

Telp. 021- 5715-764, 5715 - 
Fax. 021- 5715-687. 

2. Terkait pelayanan pengadua 
dapat disampaikan melalui e 

11 Jumlah 2 orang petugas setiap pengadua 
oelaksana 

12. Jaminan Pengaduan dan aspirasi yang d · 
pelayanan dan diteru skan dengan cepat, 

dipertanggungjawabkan. 

I Identitas pengadu dilindungi ker 1Jamll>an keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

14. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dil 
Pelayanan tahun. Selanjutnya dilakukan 

menjaga dan meningkatkan kine 
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Persyaratan 
Pelayanan 

Delegui Datang aecara langsung : 
a. Terjadwal Tertulis 

- Ada bukti surat undangan atau disposisi surat dari 
Dewan/setjen dan BK; 

- menyerahkan ldentitas diri (KTP/SIMI; 
- Mengisi formulir permohonan; 
- Wajib menaati Tata Tertib 

b. Terjadwa.1 tidak tertulis 
- Telah dikonfirmasi ulang kepada pihak peneri ma 

Dewan/Setjen dan BK DPRRI 
- ldentitas diri (KTP/SIM); 
- Mengisi fonnulir permohonan; 
- Wajib menaati Tata Tertib. 

c. Tidak terjadwal dan tidak tertulis 
- menyerahkan ldentitas diri (KTP / Sl M); 
- Mengisi formulir permohonan; 
- Wajib mentaati Tata Tertib 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Informasi Publik; 
Peratura.n Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 
Peraturan Sekjen Pelayanan Publik; 
Peraturan DPR Nornor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan 
DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Setjen dan BK DPR RI sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2016; 

6. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 369 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan 
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Setjen DPR 
RI. 

llDllPO- 
1. 

2. 

3. 

4. 
Dasar Hukum 5. 

)tO. 

STANDAR PELAYANAN PENYALURAN DELEGASI MASYARAKAT 

LAMPIRAN V KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
NOMOR : 1713 / SEKJEN / 201 7 
TANGGAL: 2 NOVEMBER 2017 

31 



Keteraqaa: 

1. Delegasi Masyarakat mendatangi gedung DPR RI dan 
mendapatkan pelayanan pendaftaran dengan mengisi 
formulir tamu di Ruang Penyaluran Delegasi Masyarakat 
PD - , 11Jed:u:- '· 1111uirutU11n1 III Lantai 1 ;_ 

• 
• 

• 
• 
• 

• • 
~~ -~ - =- - 

I 
• I I • 

I 
I 

~- ~ 

• 
~~ ~~~ 

- - 

'. ~ ~~~ 

Sietem, 
mekanisme, 
dan prosedur 
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Atasan langsung Kepala Biro Protokol 

SDM yang kompeten: 
l. Dapat melakukan Analisa substansi aspirasi; 
2. Memaha.rni situasi dan kondisi nasiona1; 
3. Memaha.rni permasalahan kedewanan dan kesetjenan dan 

badan keahian, 
4. Memahami substansi komunikasi efektif; 
5. mampu memberikan pelayanan penyaluran delegasi 

ma 1ttmlm.t . 

1. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya; 
2. Database informasi; 
3. Komputer/Laptop; 
4. Jaringan internet; 
5. Pesawat telepon dan fax; 
6. Mesin fotocopy; 
7. Alat scan; 
8. Alat tulis Kantor. 

Terselenggaranya penyaluran delega.si masyarakat. 

. ~e'lilgBWaSl:lII 
lntema.1 

Kompetensi 
Pelaksana 

Sarana, 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

Prodnk. 
J3da¥am:mmt 

9. 

7. 

6. 
Tidak dipungut biaya .am~/ta:rif 5. 

1. Loket layanan Aspirasi memberikan layanan penyaluran 
setiap hari kerja pa.da Jam. 09.00-16.00 WIB; 

2. Jangka waktu penyelesaian pemberian layanan penyaluran 
pada setiap delega.si masyarakat ada1ah minimal 1 jam 
untuk delegasi yang terjadwal; 

3. Untuk delegasi masyarakat yang tidak terjadwal jangka 
waktu pemberian layanan penyaluran tergantung pada 
kondisi di lapangan. 

1 2. Delegasi masyarakat menunggu informasi diterima atau 
tidaknya delegasi oleh pihak yang dituju. Petugas dari POM 
mengkaji dan menganalisis aspirasi yang akan 
disampaikan. Melakukan koontinasi dengan unit/ pihak 
yang dituju di lingkungan Dewan dan Setjen dan BK DPR 
RI; 

3. Delegasi masyarakat menerima pemberitahuan tentang 
diterima atau tidaknya delegasi oleh pihak yang dituju; 

4. Delegasi masyarakat; 
a. Terjadwal, diterima dan disalurkan ke pihak: yang 

menerima; 
b, Tidak terjadwal, diterima dan disalurkan ke pihak yang 

menerima; 
c. Tidak diterima, akan ditampung oleh PDM untuka 

dijadwalkan ulang atau diberikan penjelasan mewakili 
lem baga/ instansi. 

Catatan: 
Jumlah delegasi yang diterima disesuaikan dengan 
persetujuan pihak yang rnenerima, kecuali point a jumlah 
delegasi diterima sesuai permintaan. 
Delegasi masyarakat diantar meninggalkan gedung DPR RI. 

Jangka waktu 
penyelesaian 

4. 
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BTARl:S ,JBNDERAL,, Plt. s 

_J_ 
Gedung Nusantara III Lantai 1 
Telp. 021-5715347 
Fax. 021-5715359 

11 ·Jumlah 1. SOM yang dapat melakukan Analisa substansi aspirasi, 
Pelaksana dapat memahami situasi dan kondisi nasional, memahami 

permasalahan kedewanan dan kesetjenan, badan keahian, 
I menguasai komunikasi efektif, dan mampu memberikan 

pelayanan penyaluran delegasi masyarakat sebanyak 10 
(sepuluh) orang 

2. SOM yang mampu melakukan kegiatan tata usaha dan 
..... administrasi penyaluran delegasi masyarakat 2 {dual nron11 

n Jll.lll.i.ruln Pelayanan penyaluran delegasi masyarakat diberikan secara 
Pclny<inan cepat, tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

p!!n.IDilJ;tl]£!.-lllJ•I n _,n.., l"I • 

i :i Jaminan Pelayanan penyaluran delegasi masyarakat dijamin aman dan 
Kearn a nan selamat selarna kegiatan berlangsung. 
dan 
Kese\amatan 
Pela ya nan 

M. I EVil.l wud 1. Evaluasi laporan per bulan: 
,l/:imrrja 

2. Evaluasi Iaporan tahunan. 
J .P1!h1ksa1m 

Aspirasi, Saran dan Masukan terhadap layanan penyaluran · 
delegasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung 
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat 
Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI 

Penanganan 
Aspirasi, 
saran, dan 
masukan. 

HO. 
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2. 1. Pemustaka dapat datang secara langsung ke 
Perpustakaan DPR RI atau mengunjungi website: 
perpustakaan.dpr.go.id untuk me1ihat katalog online; 

2. Pemustaka adalah Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli (TA) 
dan Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR RI; 

3. Pemustaka yang akan menjadi anggota perpustakaan 
diwajibkan mengisi fonnulir dengan melengkapi 
persyaratan sebagai berikut: 

c. ldentitas data diri; 
d. bagi TA atau SAA harus menyertakan fotocopy SK 

Pengangkatan. 
4. Pemustaka dapat mencari buku yang dibutuhkan 

melalui katalog online atau langsung mencari di rak 
buku. 

5. Pemustaka yang akan Pinjam Buku harus menyertakan: 
a. menunjukan Identitas; 
b. bagi TA atau SAA harus menunjukkan fotocopy SK 

Pengangka tan. 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

3. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 
5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 

Tertib DPR RI; 
6. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasidan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI 
Nomor 2 Tahun 2016; 

7. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 369 Tahun 2013 
tentang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan 
dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Setjen 
DPR RI. 

Dasar Hukum 1 
l'Jq. 

Standar Pelayanan Perpustakaan 

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1713 I SEKJEN / 201 7 
TANGGAL: 2 NOVEMBER 2017 
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Ketennpn: 
a. Pemuetaka mengiei Buku Tamu Perpustakaan secara 

online pada komputer yang diaediakan di ruang 
Perpuatakaan; 

b. Pemuetaka mendaftarkan diri mcnjadi anggota 
Perpustakaan DPR RI (bagi yang belum menjadi Anggota 
Perpustakean]: 

c, Pemuataka memilih judul buku pada katalog 
perpustakaan da1a.m komputer yang disedialcan dibantu 
oleh Puetakawan; 

d. Pemuataka menyerahkan judul buku yang dipilih kepada 
Puatakawan; 

e. Pustakawan meng-entry (men-scan baroode) judul buku 

I 

yang dipinjam oleh pemustaka; 
f. Pemuetaka menerima buku sesuai dengan pilihannya 

dari Puatakawan; 
g. Proses peminjaman buku seleeai. 

' 

~ - r-- ~ - - 
" • . , r 
' ' .. ' 

r ' . . . 
" . - ~ . ' 

I I : • -1, . . • 

- 

.. ::· ' ,. 
, . .•. '1 
1.1;. 

I _ _, ' I 
- ~ 

J,., Pem ... ••n Bab, Siatem, 
Mekaniame, 
clan Proeedur 

3. 
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' I 

~ ....... allu ..... ~ 

Ketuaapa: 
a. Pemustaka mengisi Buku Tamu Perpustakaan ~ 

Online pad a komputer yang dlse!tiekru:I di t"U8.ftg 
Perpustakaan; 

b. Pemustaka menyerahkan buku yang telah dipinjam dari 
Pustakawan; 

c. Pustakawan menerima bukusesuai dengan buku yang 
dipirtjam dari Pemustaka; 

d. Pustakawan meng-entry (men-scan ban:ode) judul buku 
yang dipiajam oleh pemustaka; 

e. Proses pengembalian buku selesai. 

4. Jangka Waktu Makaimel llma (5) menit untuk men-scan barmde dan 
Penyelesaian memberikan cap tanga.l kembali untuk satu (1) judul buku. 

5 Biaya/Tarif ] Tidak dikcnakan biaya/ Gratis. 
6. Prociuk ] Buku 

Pelayanan 

7. Sarana, 1. Website; 
Praaarana 2. Katalog online; 
dan/atau 3. Komputer; 
Faailitaa 4. Jarinpn internet; 

5. Pesawat telepon dan fax. 

8. I Kompetensi SDM yang kompeten dalaln melayani pemustaka dalam 
Pelaksana menyediakan buku/informasi. 

9. I Penpwasan I. Atasan langaung Kepala Bidang Perpustakaan; 
Internal 2. Kepala Pusat Data dan lnfonnasi. 

10. Penanganan Saran, laitik maupun penga.juan keberatan terltait layanan 
Penp.duan, perpustakaan disampaikan melalui: 

I Sara.na dan • Email: Del"DY,ltakaartidQ[,12~isli 
Praaarana • Media sosial~ 
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1 · Telepon/fax; 021. 5715817/5715846 
• Kotak saran. 

11. Jumlah I Minimal 2 (dua) orang Pustakawan di layanan sirkulasi. 
Pelaksana 

12. Jaminan I Layanan sirkulasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat 
Pelayanan dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan • Pengadaan koleksi perpustakaan dapat 
Keamanan clan dipertanggungjawabkan. 
Keselamatan • SLIMS 
Pelayanan • RFID 

•CCTV 
14. Evaluasi 1. Evaluasi laporan per bulan; 

Kinerja 2. Evaluasi laporan tahunan. 
Pelaksana I 
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